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PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 37 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan

Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

(ndonesla Nomor 3312) zebagaimana telsh diubah dengan

" Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

i Republk Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3569);
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3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pen)’elenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara RI Tahun 2015 Nomor 58);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pembinaan Dan Pengawasan Afas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012,

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17.....
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 fentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar, Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

22 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

03, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 244);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

_ 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2012 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 03);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 04);
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0. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 09 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan G PENJABARAN

:
i
£
i

PERATURAN  BUPATI LAHAT TENTAN A
_ PERUBAMAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

3

Pasal 1

? Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjum'lah.
Rp 1.838.590.794.447,57 bertambah sejumiah Rp 38.915.091.693,55 sehingga menjad
Rp 1.877.505.886.141,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula © Rp 1.740.437.900.719,00
b. Bertambah /(berkurang) © Rp  35.635.910.141,93
Jumlah Pendapatan setelah Rp 1.776.073.810.860,93

perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.838.590.794.447,57
b. Bertambah /(berkurang) : Rp  38.915.091.693,55
Jumlah  Belanja  setelah  Rp 1.877.505.886.141,12
perubahan
Surplus/(Defisit) ~ setelah Rp (101.432.075.280,19)
perubahan
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3. Pembiayaan Daerah

s .
) Penenmaan Pembiayaan

1. Semula
' R 98.152.893.728,57
2 Berambatberkurang) Rz 3.;:;.?2?.551.62
Jumiah  Pengrimaan  Tp 101432.075.280,13
Pembiayaan setelah
perubahan

b) Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula © Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang) . Rp 0,00
@ Jumlah Pengeluaran Rp 0,00
Pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto  Rp 101.432.075.280,19
setelah perubahan
Sisa lebh pembiayaan  Rp 0,00
anggaran setelah
perubahan
Pasal 2

2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dirinci dalam Lampiran II, Lampiran lll dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran An

5 Jgaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan

alam Peraturan ini g
N ini dity : -
angkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat D danga
a '
gkat Daerah sesyai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati in
dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lahat

Pada Tanggal 2.4 ptember 2018

BUPATI LAHAT,

MARWAN MANSYUR

Diundang
Pada Tanggal |24 Septenber 2018
Pj. SEKRETAF AH KABUPATEN LAHAT,
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